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ABSTRACT

Thisarticletriestoprovideasightonpublicprivate,partnershipanditsforms
in water sector. The article begins with the i"niii'"''t public private partnership and

. then go on throusi";;'-i;;r;,;, no*uti, ;;;;;; ";riract, 
^buitd-operated transfer

conffact,concessrcn,jaintventuresand*-communitybasedprovisionwiththeir
examPles in several countries'

Keywords : public private partnership' service contract, build.operated transfer
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PENDAIIULUAN

Lebih dari tiga dekade terakhir' jumtah pendudul-Oi,:"'utn dunia mengalami

perkembangan ,"d';;;;";i+{."*iut' p"nduauk'vang'tinsgal di kota mengalami

perkembangu, *"fiuJi 'iei *uti r,p* n"ingutun j;*.t"| penduduk di kota yang

pesat ini **n n"ruil[ut flau ,"ningk","y; j;;lah ienduduk vung miskin (Plummer

o* t *T{;3lliJ; 
pendudu k va1 s ; 

ang{ q "d" 1 *"'::i:,:::f '#:# 
*' 

$:;ffi:' 
*

bagi pemerin ut, 
tulii"E;ii;",il 

ior.ur maupun pemerintah pusat' Perhatian

pemerintah t".r"uui "aiah 
uagaim";';.;;;;ni t"uutut un penduduk tersebut'

Banyak fasilitas ;;;;;yang-diberik;'-;;;;irtah, tidak dapat rnelavani seluruh

penduduk. Pemerinta-h menyadari b4*;J;Gan pemerintah tidak dapat memenuhi

kebutuhan penduduk yang terus _m"nrrrgtu,. 
r"iruruluhun yang lain adalah meskipun

pemerintah t"r"n 
"i"r,iu"rl"tan 

subsidi tJpuJu-r"^varakat, banyak penduduk yang. tetap

tidak bisa terlayani. Contohnya uaufuf"pliiy"*r;; L"tsilt, pelayanan sanitasi' dan

nelavanax;ffir;lahan 
rersebut menunjukkan bahwapemerintah tidak dapat sendirian

untukmenanganipermasalahan-tersebut'Pemerintahrnenyadaribahwapajakyang
diambil dari masyaiur.ut tio*r. cukup *i-t *",*iayai pelayanan air bersih, pelayanan

sanitasi, aun p.ruylJun;ili ruf ini *.*uttirt"' imptitasi bahwa pemerintah harus

menjalin t"r;uru*r'i.nga;"pihak lain yang kompeten unluk menanganinya' Public

private partnershipmerupakan ,ututr.uiu ,o'tusi untuk mengatasi kebutuhan pelayanan

masyarakat yung-;'u' *eningkat' (Plummer dan Nhemachena' 2001)'
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f iodel-Mode.l Public l,rivate-Partliership pacia Sektor Pelal anar: ..\rr Bersih

flf,'Bfl f{r Ft R f V:,a'E' E P/4 R.TN E RS H I P (PPPs)

Ptthlic {}rivate. ['artnership adalah hubungan keriasama antara pelaku sekI,]r
publik dan sektor swasta dalarn hal pelayanan kepada masyarakat. (Thomas dan
Cufiis, 2001). Pelaku sektor swasta meiiputi peiaku bisnis seperti non-governrnentqi
organizations (NGOs) dan commuruity-ba,sed organizations (CBOs). CBOs bisa
berupa satu atau lebih komunitas atau masyarakat sedangkan NGOs merupakan
perantara antara ;:ernerintalr clan masyarakat. NGOs akan memberikan pelayanan
kepada komunitas brerupa bantuan tekliik dan keuangan untuk pengembangan proyek
komunitas (Bennet et al, 1999). Kelebihan Cari PPPs untuk masyarakat adalah adanya
inovasi, akses ke sumber keuangan, pengetahuan dan teknologi, manajerial yang
efisien" Kelebihan PPPs yang didasari dengan tanggung jawab terhadap sosial,
kepekaan lingkungan, dan pengetahuan tentang sektor publik di daerahnya, akan
bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah di perkotaan. (Plummer, 2000)

Di selunth dunia, perusahaan srvasta sudah terbukti kemampuannya untuk
memberikan nilai tarnbah pada operasi bisnis. Pada sektor air, PPPs secara nyata
memberikan peningkatan pada kualitas pelayanan. Wahl (1993) mengatakan kerjasama
dengan pihak swasta rnerupakan salah satu pilihan untuk menyelesaikan masalah di
sektor air. Rooss (2002) mengatakan PPPs mernberikan dampak yang lebih baik untuk
pelayanan air bersih di Coatesville, Selain itu, Thelen {2002\juga mengatakan PPPs
akan memherikan pelayanan yang lebih baik dengan penggantian sistem air bersih
dengan melihatkan pihak swasta di Sugar Land Texas. Segal (2003) mengatakan PPPs
akan memberikan harga pelayanan yang lebih murah di kota Atlanta.

Penekanan terhadap PFPs adalah PPPs akan rnenggantikan peran pemerintah
dalam pelayanan pada rnasyarakat, tetapi bukan berarti tanggung jawab sektor publik
rnenjadi hilang. Sektor srvasta yang profit oriented, jika tidak diatur dengan regulasi
dari sektor pu[:!ik, akan rnemberikan pelayanan yang tidak semestinya pada
masyarakat atau n-remLrerik;in harga yang tidak rvajar. I{al ini disebabkan sektor swasta
akan meneari keuntungan semaksirnal mungkin. Oleh karena itu, pemerintah harus
tetap rnenregang tanggu:lg -iavrab untuk men-iarnin pelayanan yang cukup dan sesuai
dengatr ketxrtuhan rnasyarakat. 'langgur:g.iawab pemerintah ini bisa berujud penyedia,
p$rtners, atau regilfrrf,:r p,*:layanan nrasyarakat. Ha.l ini tergantung dari kemampuan
dan ketenbatasan pemerintalr.

Fermasalaharl yang sering timbul dalam FPFs adalah budaya masing-masing
organisasi, baik pemerintah maupun sektor swasta. Setiap organisasi akan cenderung
bertindak, bekerjasama dengan orga:risasi lain" sesuai dengan apa yarlg mereka
ketahui. Sektor pubiik akar: ber'riilciak sebagai sektor publik darr sektor swasta akan
bertindak seperti sektor swasta, sellingga meskipun pernerintah dan sektor swasta telah
larna bekerjasafira, ketika pemei:intah rnernbeii prodr-rk dari slvasta akan menimbulkan
hubungan yang kc,mpleks. Pernerintal: herpikir bahrva sektor srvasta akan mengambil
keuntungan dari pemerintah sedangkan sektor slyasta trerpikir balrwa pemerintah
terlalu banyak pertimibangan dan banyak menghabiskan rvaktu.

Pemecahan perrnasalahan tersebut adalah kedua sektor harus menyadari
posisinya masing-masing rian rnerniliki rasa kepedulian terhadap masyarakat.
Keduanya harus menyadari bahwa keduanya akan saling rnempengarLrhi, tetapi
keduanya harus mengarahkan FPFs untuk rnemberikan peiayanan yang optirnal
kepada masyarakat.
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pada apet"a{iaru, maintennnce dan service cotttrac{, sektor publik menyewa

sebuah organisasi swasta untuk rnenger^lakan satu atau lebih tugas atau pelayanan

publik seLma lima sampai tujuh tahun. Sektor publik masih sebagai penyedia

pelayanan yang utama sidangkan organisasi swasta rnengerjakan pelayanan yang

diseiahkam 
"lnepada 

pihalr luar cleh sektcr publik. Sektor swasta harus menentukan

pelayanan punii* yang sesuai dengan biaya dan pelayanan tersebut harus sesuai dengan

rturiu. yang teiah 
- 

ditetapkan oleh sektor publik. Seeara umum, pemerintah

,.nggunlkan prosedur kompetitif untuk mernilile pihak yang menyelenggarakan

,rroii, ,ont oit. Pernbelian tersebut harus didasarkan pada waktu peiaksanaan yang

lebih singkat dan yang membutuhkan sumber daya yang sedikit (Bennet et al, 1999).

Struktur Keuangan Senvice Contract

pada service cantract, pemerintah memhayar kepada sektor swasta sejumlah

fee yang ditentukan sebelumnya untrlk service tersebut. Fembayaran tersebut

i".dururilun biaya berdasarkan waktu pelayanan, unit cost, atau berdasarkan hal lain.

Pilihan yang lain adalah rnenggunakin cost plus fee formwla, di mana biaya-biaya

*.rupu(u, biuy* tetap. Seianjutnya sektor swasta akan mengambil fee berdasarkan

p."r.ntur" dari cosl tersebut. Kontraktor swasta tidak selalu memiliki hubungan secara

iung.rng dengan pengguna {users af services) clalarn hal keuangan karena hubungan

teriungan terseUuitranyl dilakukan elengan pernerintala. Femenintah bertanggung jawab

terhad-ap pendanaan dari investasi modan yang ciibututekan untuk memperluas sistem

pelayanan.
Service contract rnerniliki beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut antara

lain dapat disebutkan sebagai berikut ini.
L Serttice contract rnen5.'ediakan pilihan risiko yang lebih rendah dalam konteks

hubungannya dengaa sektor swasta dan service contract akan membantu

pemerintah untuk rnengerti secara lengkap sistem infrastruktur sektor swasta.

2. Service contract *.*iliki keuntungan untuk rnenyediakan sistem operasi yang

lebih baik sehubungan dengan usaha pernerintatr untuk rnendapatkan kinerja dan

efisiensi yang lebif, baik karena adanya transf,cr teknologi dan manajerial dari

sektor swasta..

3. Service contract seear& urmu{T} sangat kompetitif sebagai bentuk dari privatisasi.

Kontraktor swasta memdapatkan tekanan untnk memrbuat biaya tetap rendah,karena

lingkup kontraknya kee1l. Contohnya adatrah pernasangan meteran air 
- 
atau

rnelperbaiki pipa air. HaX ini akan rnenambah kompetisi dan menyediakan

kesempatan bagi pemerimtah untuk memilih kontraktor yang rnemuaskan dari segi

kualitas.
Service cantyact rnerniliki beberapa kelemaharu sebagaiberikut ini.

L Service contrxct tidak melibatlcan masuknya modal swasta sehingga pemerintah

tidak menciptakan suatu dasar untuk mengoptimalkan sistern infrastruktur yang

sudah ada. Comtohnya adalah efektifitas kontraktor swasta unttlk mernperbaiki

pelayanan tergantumg dari kemalnpuan danipemrerintah untr.rk menyediakan rnodal'
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Model-Model Public Private Pmnership pada Sektor Pelayanan Air Bersih

2. Service contract membuat pemerintah berperan dalam isu-isu yang bersifat polirrs
Contohnya adalah penentuan besamyafee untuk pelayanan dan kepemilikan aset-
aset.

3. Pemerintah sering di bawah
murah tetapi tidak melupakan
ini akan memberikan tekanan
solusi yang inovatif untuk
serendahnya.

tekanan untuk menyediakan service contract ,\,ang
untuk dapat memberikan pelayanan yang tinggi. Hal
kepada pihak swasta untuk bisa memberikan solusi-
menyediakan service tetapi dengan biaya yang

BUILD.OPERATE.TRANSFER CONTRACT

Build operate transfer contract (BOT) didesain untuk membawa investasi
sektor swasta rnembangun infrastruktur baru. Pada BoT, sektor swasta akan
membangun, membiayai, dan mengoperasikan infrastruktur baru dan sistem baru yang
sesuai standar pemerintah. Periode operasi adalah cukup lama agar sektor swasta dapat
menerima kembali biaya-biaya konstruksi dan mendapatkan keuntungan. Jangka waktu
operasi tersebut adalah 10-20 tahun. Setelah periode operasi selesai, seluruh
infrasruktur diserahkan kepada pemerintah. (Bastian, 2001) Pemerintah berkedudukan
sebagai pemilik fasilitas infrastruktur, sekaligus menjadi konsumen dan regulator dari
pelayanan tersebut. (Bennet et al, 1999)

Struktur Keuangan Build Operate Transfer Contract

Pada BOT, sektor swasta menyediakan modal untuk membangun fasilitas-
fasilitas baru. Sebaliknya, sektor publik setuju untuk membeli output dengan harga
minimum untuk menjamin sektor swasta untuk mendapatkan kembali investasinya
sepanjang masa operasi. Hal ini membutuhkan estimasi yang akurat pada awal periode.
Jika terjadi over-estimate atau under-estimate akan menimbulkan masalah. Penentuan
besar dan rentang waktu mengenai BoT membutuhkan pengetahuan yang canggih dan
seringkali menj adi kompleks.

BOT memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut ini.
l. BOT adalah suatu cara yang efektif untuk membawa modal dari sektor swasta

untuk pembangunan fasilitas infrastruktur baru atau memperbaiki yang telah ada
sebelumnya.

2. Perjanjian BOT cenderung untuk mengurangi risiko pasar dari sektor swasta. Hal
ini disebabkan adanya pemerintah sebagai satu-satunya konsumen. Hal ini
mengurangi risiko kelangkaan permintaan dan kemampuan membayar konsumen.
Kontraktor sektor swasta akan menolak perjanjian BOT jika pemerintah tidak
menjamin investasinya tidak kembali.

3. BOT telah banyak digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas baru di banyak
negara berkembang. Hal ini menunjukkan adanya sektor swasta yang akan
berinvestasi pada infrastruktur tersebut.

BOT memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut ini.
l. BOT secara umum hanya meliputi satu fasilitas, yang mana terdapat keterbatasan

kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya atau efisiensi.

,:
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2. BOT menveriiallan h*i:eragia insentit untuk efisiensi dan sektor swasta harus
berkompetisi r.rniell< rnerrne*alrsk"'in kr.':r-rtt'ali tersebut" BOT akan membuat kontrak
ini sulit untuk r-iidl:;aii.: karerie pei-rnrntr.rrr e{'isiensi da"n kornpetisi yang ketat.

CONCHSSIONS

Pada concessfor:s, pemerintah memilih kontraktor swasta untuk bertanggung
jawab penuh untuk rnemberikan pelayanan infrastruktur di area tertentu. Hal ini
meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan manajemen. Kontraktor swasta
bertanggung jawab penuh untuk rnodal investasi yang cliperlukan, untuk membangun
dan meningkatkan sistem. Fembiayaan investasi cancessions ini dirnbilkan dari tarif
yang dibayarkan oleh pengguna. Sektor publik bertanggung jawab untuk menetapkan
standar kinerja dan menjamin kontraktor swasta untuk mematuhinya. Sektor swasta
dibebaniuntuk membayarfee tertentu kepada pihak berwenang atau pemerintah.

Pada dasarnya, sektor publik mengalami pergeseran peranan. Peranan tersebut
adalah dari penyeclia pelayanan berpindah ke regulator untuk penentuan harga dan
kuantitas. Regulasi tersebut menjadi sangat penting pada sektor penyediaan air bersih.
Hal ini disebabkan air adalah barang publik dan sistem pelayanannya adalah monopoli.
Aset infrastruktur tetap dipercayakan kepada kontraktor swasta sepanjang masa
kontrak, tetapi aset tersebut milik pernerintah. Concessions berjangka waktu lebih dari
25 tahun. Jangka waktu ini tergantung dari kontraktor swasta membutuhkan berapa
lama untuk mendapatkan kernbali investasinya.

Struktur Keuangan Comcessioms

Sektor swasta bertanggung jarvab penuh untuk seluruh modal dan biaya
operasi. Biaya tersebut meliputi infrastruktur, bahan baku, dan perhaikan selama masa
kontrak. Sebagai imbaian, sektor swasta mengumpulkan langsung tarif dari pengguna.
Tarif ditentukan pa<ia concessions contrsct yang mana termasuk di dalamnya adalah
kemungkinan terjadinya perubahan waktu kontrak.

Concessions memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut ini.
l. Concessions adalah cara yang efektif untuk mernbawa modal dari sektor swasta

untuk dimasukkan ke dalam fasilitas infrastruktur baru atau renovasi yang telah
ada.

2. Gabungan dari tanggung jawah investasi dan operasi memberikan insentif yang
kuat kepada kontraktor untuk membuat pengambilan keputusan investasi menjadi
efisien dan mengembangkan solusi-solusi yang inovatif.

3. Concessians memiliki sedii<it eamprrr tangan politik dari pemerintah. Hal ini
berlawanan denga-m penyelenggaraan pemerintah yang mana banyak mendapatkan
tekanan politik.

Kelemahan dari concessions dapat di"ielaskan sebagai berikut ini.
1. Concessions yang sangat besar dalam skala besar, secara politik dapat meniadi isu

yang kontroversial dan sulit untuk diorganisasikan dan dikendalikan.
2. Meskipun kontrak cancessions menentukan secara khusus target, mekanisme

penyesuaian harga dan standar pelayanan, pemerintah tidak selalu mendapatkan
apa yarlg diinginkan.
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3. Penyusunan c$ntractual framework untok concessions adalah unfuk 25 tahun auu
lebih. Fredil,,si untuk jangka waktu 25 tahun atau lebih, keakuratannla masih
dipertanyakan. Hal ini disehabkan karena tidak ada yang dapat memprediksi
dengan tepat selarna jangka rvaktu yang lama.

JOINT VENTT'RES

Join ventures adalah alternatif untuk privatisasi secara penuh yang mana
sektor publik dan sektor swasta berbagi tanggung jawab dan kepemilikan untuk
memberikan pelayanan. Pada joint ventures, sektor publik dan swasta membenfuk
perusahaan baru atau berbagi kepemilikan atas perusahaan yafig ada untuk
memberikan pelayanan. Dalam kasus ini, joint ventures bersifat independen dari
pemerintah. Joint ventures secara umum digunakan bersamaan dengan tipe public
partnership yang lain. (Bennet, 2000)

Joint ventures menyediakan kerja sama yang sepenuhnya. Maksudnya adalah
pemerintah, swasta, non-governmental organization dan yang lain dapat
mengumpulkan sumber-sumbernya dan membagi apa yang diterima. Pada joint
ventures, pemerintah dapat berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemegang
saham yang aktif dalam perusahaan tersebut. Pada posisi ini,joint ventures mungkin
membagi keuntungan perusahaan dan mendapatkan penerimaan politik yang lebih luas
atas usahanya. Sektor swasta sering memilki tanggung jawab untuk membentuk
operasi manajemen sehari-hari. Pada joint ventures, sektor publik dan swasta harus
bekerja sama pada tahapan seawal mungkin atau pada tahap preinvestment atau pada

saat pengembangan proyek tersebut. (Caplan et al, 2001)

Struktur Keuangan Joint Ventures

Pada joint ventures, sektor publik dan swasta harus membagi biaya studi
kelayakan dari luar dan disiapkan untuk investasi baru pada perusahaan yang baru
terbentuk. Modal.joint ventures memerlukan pembagian risiko dan pembagian reward.
Pemerintah harus menanggung risiko yang lebih kecil atau tidak sama sekali (Bastian,
2001).

Keunggulan darijoint ventures dapat disebutkansebagai berikut ini.
l. Joint ventures menggabungkan keuntungan dari sektor swasta. Selain itu, terdapat

kesempatan mengakses bidang keuangan, pengetahuan teknologi, efisiensi
manajerial, dengan tanggung jawab sosial, kepekaan lingkungan, pengetahuan
lokal mengenai sektor publik.

2. Pada joint ventures, sektor publik dan swasta berinvestasi pada perusahaan yang
sama dan keduanya memiliki keinginan yang kuat.

3. Tanggung jawab penuh untuk investasi dan operasi yang diberikan pada seldor
swasta dan publik merupakan insentif yang besar untuk pengambilan keputusan
yang efisien dan mengembangkan solusi teknologi yang inovatif.

4. Partisipasi dari sektor publik dan sektor swasta memberikan inovasi dan
fleksibelitas pada perencanaan proyek dan membantu rnenjamin bahwa sektor
publik dan swasta dapat mengoptimalkan tujuan publik.

Kelemahan dari jaint ventures adalah dapt disebutkan sebagai berikut ini.
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Dalam beberapa kasus cii pemerinta.han kota, terdapat perbedaan tanggung jawab
yang rnana ciapat nmernicu konflik kepentingan pada pernerintah kota. Hat iniaapat
rnenambah risiko dare rnengurangi keuntungan yang potensial yang rnuncul diri
sektor swasta..
Sektor swasta cenderung untuk fok*s pada penggrJme sedang pemerintah
cenderung pada proses.

C G|I,{MUHITY--BA F fltI} PROVIS [{ } r.{

Commun!tt'-ho,ce{i prc"i i-rioft i;eralva{ ketika. k*terbatasan keuangan
menghadang pefitr! i:llah ttiittik memh;rikan pela-vanan va"ng cukup untuk masyaraf'at.
c2mmwti$'-bs,veri pr*ttisi*n rnendi.',r*ng anggota rnaslLrakat untuk memenuhi
kebutuhannya senei,in, Aitgg*t;;. dari cam"muniQ-based ;u,crvrsloru rneliputi individual,
keluarga atau perusahaan dalam ruang lingkup niikrci. Seringkali beberapa aktivitas
tidak dapat diakui daa iirjai. dapat terintegrasi rialarn sistern vJng formal. Di beberapa
kota dimana pemerl:rt.=h ruengakui aelanyi l"lGC, NGG akarl rnemberi bantuan pada
grup non-formai ini secara terorganisir'. I"iCO mlenyectiakan inprut untuk pioses
manajemen media negoslasi antara CBO riengan tenrbaga pclfuik yang letrih luas,
jaringan ker"ia, cian penv*baran inf;o*,nasi. (Fk:llriet et al. lCqg)

tn

I

Tm&rel n" Rixagkasaxa iVlodetr Fablie private pa$nership di

Rr',
gEts.V}C}I B&T CONCESSI&N JOINT COMMUNITY

VENT'UR.E .BASED
di:
L-_L'r. .

Kepernilikam
Aset

Intensitas
Feraturari

Sumber
Pendanaan

Tenaga
Kerja
Waktu

Publik

Sedang

Publik

Sedang

Sedarrg

Publik

Tinggi

Swasta

Tinggi

Tinggi

Publik

Tinggi

Swasta

Tinggi

Tinggi

Gabungan

Sedang

Gatrungan

Rendah

T'inggi

Masyarakat

Sedang

1\G(}, swasta
atau publik

Rendah

RendahPersiapaq

Indi
penl

Fasi

op€t
Has
1W:
Sela

Indi

Brir
933.
1,2 j
inovi
k"p.
dari,
kon l
pemt

Aires
air I

Lyon
Buen

Struktur Keuangan Cornraunity-Based Provisiom

Community-based provision melibatkan biaya yang rendah. Biaya organisasi
dan material sering disediakan oleh NGo, yayasan-yayasan swasta, bantuan
pengembangan, pemerintah, atau komunitas itu sendiri. Fengetahuan mengenai daerah
lokal secara umum memberikan pengembangan terhadap solusi berbiaya paling
rendah.

Keunggulan potensial dari community-based pravision dapat dijelaskan
sebagai berikut ini,
L Communitv-based provisian rnenekankan pada pengetahuan lokal yang mana

hasilnya lebih efisien bagi pelayanan dan mencegah investasi-investasi yang tidak
sesuai.
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camrwmitv-b*sed rtr<;vlsian mengura*gi hiaya investasi au.al densan
mengintegrasikan strinher-sum*:en ickai seperti tenaga kerla, bahan baku. denian
h_aik untuh rneniaga nrateriai*rnietcrial, snpr.ivisi tena[a kerja.'dan sebagainl,a.
Camrnunity-hsse t{ nyoyi,-sion clapat rneny*diakan penduau[ lokal sebuah llpangan
kerja dengan ircro*rp yang statril yang irapat rnenamhah kondisi ekonomi lokal. 

-
Co-mmunitv gtulrtz aelalah ber5if,s1 dinalnis dan dapat merespon dengan baik
kebutuhan pelanggan yeng enana mre*ghasilkart service yang lebih
berkesinarnbungan.

Kelemahan dari cornmuruilv-bo,red pravision dapat rlisebutkan sebagai berikut

untuk membangun comm,tnity-.lsa,sed prat,ision yang berkesinambungan
membutuhkan waktu yang lehih lama elari pacla hentuk puhiic private partnerihip
yang lain.
Pemerintah kadang kala tidak mendukung contruunirt-based provider karena
metode informal mereka dalarn memllerikan pelayanan adalah kaaang ilegal dan
tidak berkesinamhr: n gan.

PT.BLIC PR/,\ATE t,ARTNER.lrr-lr ffFPs} nt $EKTOR AIR BBRSIH

Contoh .cervice coniroc! pada pelayanan air hersih adalah pelayanan air bersih
di Indianapolis. Pelavanart air hersih diserahkan kepacla pihak swasta, yaitu White
River Environmenra! paffiners (WIlEp)" \VREP *uoupuLon lembaga srvasta yang
dipilih untuk mengoperasikan, mernerihara dan mengelola ,uib". air yurr
berkapasitas 300.0CI0.C100 galoru untuk rnelal,sni g50.000_9f)0.000 penduduk
Indianapolis. F;rsilitas yang dikerola ecla!ah peme!iharaan air, yang tendiri
pengambiian air. penSrlringan air dan penrbersihan deugan menggunakun oror.
Fasilitas lailt yang r{ikenr,:la ;rrjalah nelaya.nan dish.ib,usi ulr, p"*bucaan meteran,
operasi pengnrnpulan den penagihan, sefta perneliharaan pipa-pipa bawah tanah..
Hasil dari kerja-nar:a ini ndalall pci-rgi.rernatan sehesar 60 juta- doilar, dari kurun waktu
1993-1997" jika dihanrlingkaer clengan anggaran yang hiasanya diusulkan pemerintah.
Selain itu, implikasinya aelalah r:1ut!-r iiir mcningi;ati. F{*l ini herdasarkan penelitian dari
Indiana Water Polluticn Cantroi Association.

Kerjasanin antara pemerir:tah kota. fzmit ']'urki dengan Thames Water of
Britain {TWB) merupaken bentuk keriasam;r BOT. TWE diLerikan kontrak senilai
933 juta dotrlar seiaena !5 taliun. F,ontralq ini dimulai tahun 1gg5 dan untuk melayani
1,2 iuta penduduh lzrnit. I{.ont;-ak ini nienjadi ;r'}olr}en yang penting karena adinya
inovasi dalarn p*inhiayaannya. i{al ini ,Jisebabkan T\,VB beisedia*untuk membagi
kepemilikal: dengan kr:*tr;nktr.rr' !oh;ll setresar'70"A. Seiain itu, terdapat lembaga daria
dari Jepang dan iler*rr*is uniuic qileffiLlerikarr rin"iaman seniiai I B0.iuta dollar?engan
kompensasi kepemiiikal: :iehe:rar ; 5 tY,t. Irierjasam* ini diwujudkan denian
pembangunan stasiltrr irntuk pengarabilan eir rlan pendistribusiannva. (Segal. 2003)

. tr4enunit perleiitiari trletinet et al {1999), cc*ce,lsfcn,l. antara p"rn"iintul1 Buenos
Aires Arge*tina denga,n Aquas Argei:ti;ras i,4,1.,r. rnerupakan bentrlk ppps Ci sektor
air Lrensih" A,4 rmerupe.kar perirsah.ea* krn;+rsi,.rm yang dipirnpin perusahaan
Lyonnaise des AtlN dari F*rane,is. AA ake;r benonerasi di pengadaan air beisih di kota
Buenos Aires sel:rinn ._-?0 iiahrn dengan niiai irveslasi 4 lnilyarei clollar, Sejak
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beroperasi, AA melayani 1.000.000 juta penduduk untuk air minum. Pelayanan

distribusi air dan kualitas air mengalami peningkatan. Peningkatan efisiensi ini

disebabkan penurunan penggunaan zat kimia. Implikasinya adalah kesehatan air

meningkatan- dan penurunan biaya pelayanan. Selanjutnya, tarif pelayanan air turun

sebesar 30Vo dari tarif semula.
Menurut penelitian Nickson (2001), pemerintah cartagen4 spanyol

melikuidasi p"*ruiru* pelayanan air milik pemerintah. Hal ini disebabkan

ketidakefisienan dan pelayanan yang buruk dalam pelayanan air bersih. Selanjutnya,

pemerintah Cartagena rnembuat kerjasama dengan sektor swasta berw$ud ioint
venfure yang bernama Aquacar, untuk menggati perusahaan terdahulu' Hal ini

dilakukan de-ngan bekerja iama dengan perusahaan Aquas de Barcelona Spanyol,

untuk melayani 750"00b penduduk kota Cartagena. Selanjutnya, Aquacar akan

memperoleh persentase tetap dari total pendapatan dan bagian dari keuntungan'

Hasilnya adalah Aquacar lebih responsif terhadap keinginan masyarakat dan kualitas

air meningkat.
Menurut penelitian Bourbigot (2001), penyediaan air bersih di kota La Sirena

merupakan contoh dari CBO. Kota La Sirena merupakan kota kecil dan 53%

penduduknya bekerja di sektor non formal. Hal ini rnengakibatkan pemerintah _lokal
kesulitan dalam memberikan pelayanan air bersih. Selanjutnya, masyarakat di sebelah

tenggara kota La Sirena , membuat perusahaan kecil untuk memberikan pelayanan air

beriih pada tahun 1996. Perusahaan ini didukung oleh lembaga keagamaan setempat.

CBO berupa penyuplaian air bersih, pemompaan air, pipanisasi air. Selain itu, tarif
dibedakan m"n;uAi f yaitu tarif untuk orang mampu dan orang tidak mampu' Selain

itu, kualitas air selau dipertahankan dengan membentuk sebuah komite untuk

pengawasan kualitas air.

KESIMPULAN

Pada awalnya, Public Private Partnership mungkin tidak terlihat seperti solusi

yang disukai. Hal ini disebabkan pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta.

iradahal ada kecenderungan suatu organisasi untuk mempertahankan eksistensinya

tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Melalui Public Private Partnership,

keunggulan dari pihak swasta yaitu dinamisme, akses ke modal, pengetahuan

tekno=logi, efisiensi manajerial, dan jiwa kewirausahaan akan terkombinasikan dengan

tanggung jawab sosial, kewaspadaan lingkungan, pengetahuan lokal, dan perhatian

puiu f."rju aari sektor publik. Di kota-kota seluruh dunia, pemerintah telah menemukan

bahwa keterlibatan ."ktor swasta dapat meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur

mereka melalui penurunan biaya dan perluasan cakupannya, dengan demikian dapat

meningkatkan kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, tndra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yoryakarta: BPFE

Bennet, Elizabeth. 2000" Joint Ventures Public Private Partnership for Urban

Environmental Services. PPPUE Series.l- 40

Be:

B.-,

Ca:

P-.

F-.

R:s

Pi_.

q=-

T: ^1:

Tr.:

\1 --

80



Model-Model Public Private Partnersh

Bennet, Elizabeth., P. Grohman., dan B. Gentry. 1999. Public Private parfiership fgr
Urban Environmen. PppUE Series. l- 24

Bourbigot, Marie M., dan Yves Picaud.2001. Public Private Partnership forMunicipal
Water Services. Reform of the Water Supply and Sanitation Sector. Vol tr. 126_ l3l.

Caplan, Ken. et al. 2001. Flexibility By Design: Lesson from Multi Sectors partnership
in Water and Sanitation Project. BPD Water and Sanitation Clusters. (June). t-
36.

Nickson, Andrew. 2001. Establishing and Implementing a Joint Venture: Water and
Sanitation Services in Cartagena Colombia. Euitding Municipal Capacity
Series. (Januari): I -37

Plummer, Janelle' 2000. Favourable Policy and Forgotten Contract: private Sector
Participation in Water and Sanitation Services in Stafferheim South Africa.
Building Municipal Capacity Series. (November): I_51

Plummer, Janelle., G. Nhemachena. 2001. preparing a concession working Toward
Private Sector Participation in Water and Sanitation Services i, G*"*
Zimbabwe. Building Municipar capacity series. (Januari): l-54

Plummer, Janelle., R. Slater.200r. Just Managing The Solij waste Management
Partnership ,l Biranatgar Nepal. Buitding Municipal capacity -series.

(Januari):1-49
Ross, Robert.2002. PAWC Purchase of The City of Coatesville Authority's Water and

Wastewater Assets. NCPP project. l-5.
Segal, Geoffrey F' 2003. The Atlanta Water Privatization: What Can We Learn.

Georgia Public Policy Foundation. l- 12.
Thelen, Mike. 2002. South Zone water utility System. NCpp project. l-3
Thomas, Ann., v. curtis.2ail. pubtic private partnershipfor"Health; A Review of

Best Practices. (Dec): l-21.
Wahl, Richard W. 1993. Water Marketing in California: Past Experience Future

Prospects. Policy Study. (July). 1-7.

8t

r-i

l- :-

tr. ',

f-; - :


